
SALINAN

PERATURAN DAERAII KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN'

: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-

Undang 
"N"-*ot 

28 Tahun 2OAg tentang Pajak

dan RetriUusi nu'erah' Peraturan Daerah tentang

Pajak Rekiame Perlu disesuaikan;

b. bahwa Peraturan Dearah Kabupaten Balangan

NomorllTahun2006tentangPajakReklame
sudah i'a'lt sesuai lagi d9nSa1 Peraturan

Perundang-undangan dan kondisi sekarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

aimaxsuJ';;1;* huruf a dan huruf b' perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak

Reklame;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembarln N"gutu Republik Indonesia Tahun

1983 NJ*ot f,g, Tamtahan Lembaran Negara

Republik--inao""*iu Nomor 3262\ sebagaimana

diubah 
"d;G;; undang-Uld?"e T:To' L6

tahun 2000 tentang P:erubahan Kedua Atas

u*aa"glfi;;J; Ref,ub[k Indonesia Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata

Cara e"'p"3'fta" (Limbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O0O Nomor L26' Tambahan

f,.*n,iu* Negara Republik Indonesia Nomor

3e8a);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 7997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

N"gar,'I"p"Llirt Ind6nesia Tahun 1997 Nomor

42, f.*-f,*f"" Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomorsoao)sebagaimanadiubah
a"rg",i il"aang-u"{1ng' Nomoi-l9 ]ahun 

2ooo

tentang ;;;;"i.n Keiua Atas Undang-undang

RepuUiik Indonesia No*ot 19 Tahun 1997

tentans Penagihan Pajak P"'F": Surat Paksa

(temuira;"N;?;;; Republik Indonesia Tahun

20OO Nomor 129' Tambahan Lembaran Negara

Menimbang

Mengingat



Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO2 tentang

Pengadilan p#f. (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2oo2Nomor2T,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a 18e);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan 
-Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a265);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang

PemerintahanDaerah(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor +ign sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhii'dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4

tentang PemJrintahan Daerah (Lembaran Negara

Repubtit< Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a844\;Undang-Undang Nomgt .i8 Tahun

2OO8 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran

Negara Repu6fi< hidonesia Tahun 2008 Nomor

69TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a851);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang

Pajak baeiaf' Ian Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor

130, 'farnbatran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ALL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembara*---Ntgtt' Repubtik Indonesia Tahun

2011 Nomor {2, Tambahan Lembaran Negara

RePublik indonesia Nomor 523a\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerint"t'" 
";trintahan 

Daerah Provinsi' dan

Pemerint;;" Daerah KabuPaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 womor {2, Tamtahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor a737);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2A07

tentang Otg"nisasi Perangkat Daerah llembaran
Negara n.i"Um Indonesia Tahun 2OAT Nomor

89, rt*i,t'an Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010



tentang Tatacara Pemberian Insentif dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119'

Tambahan(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 5161)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9l Tahun 2O1O

tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdairkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

155, Tamtahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179\;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2O7l tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (BLrita Negara Republik
Indonesia Tahun zOLl Nomor 694\;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten
Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lemblran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 44lr Sebagaimana

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

AtasPeraturanDaerahKabupatenBalangan
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Keda Perangkat Daerah

KabuPaten Balangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2

Tahun 2OOB tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor

2, Taibahan Lemb aran Daerah Nomor 43)'

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAIilLAN RAKYAT DAERAH
I{ABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUST(AN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME'
MenetaPkan :



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

i. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah'

3. Bupati adalah BuPati Balangan.

4. Dewan perwakilan Ralgyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah KabuPaten Balangan.

5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang
peipajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku'

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipii yang selanjutnya disebut dengan PPNS

adalah eenylait Pegawai Negeri sipil Kabupaten Balargan yang

bertugas seiuai den[an kewenangan yang diatur dalam Perundang-
undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha ying meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya'

8. Reklame adaiah benda, alat perbuatan atau media yang menurut

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenaltan, menganjurkan, atau memujikan suatu

barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum

kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang

aapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh

umum.
g. Pajak Reklame adalah pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang

dilakukan oleh orang atau badan'

10. subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak, dar pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban- peipajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah'

L2. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka

waktu lain yang diitur-dengan Peraturan Kepala Daerah-paling lama

3 (tiga) bulan kalender, yaig menjldi dasar bagi wajib Pajak untuk

*".r!hitrng, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang'

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya.l (satu) tahun

kalender, tecuali bila WaJib Pajak menggunakan tahun buku yang

tidak sama dengan tahun kalender'

L4. Pajak yang terutang adalah pajak, {atg harus dibayar pada suatu

saat, daiam Masa Pajak, daiam Tahun Pajak, atau dalam Bagian



Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perPajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pa3ar< yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

16. Harga Satuan Reklame yang disingkat HSR adalah merupakan
kes&uruhan pembayaran/pengeh-raran biaya-biaya yang dikeluarkan
oleh pemilik dan/atau penyelenggara rekiame termasuk dalam hal ini
adalah biayalharga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik,
pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan,
pengecatan,'p"mu.*anga., dan transportasi pengangkutSn dan lain
sebigainy* *.d bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan,
ditayangican dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

17. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang disingkat NSLR adalah ukuran
nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame
berdasarkan kriteria kepadatan pemant'aatan tata ruang Kabupaten
untuk berbagai asPek kegiatan'

i8. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah Hasil Perkalian
antara nilai strategiJ lokasi, waktu penyelenggaraan dan harga

satuan reklame.

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat ssPD,
adalah bukti p.ir'bryutrn atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan *..rggrrr.akan formulir atau telah diiakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh BuPati.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah *u."t ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok Pajak Yang terutang.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat st<pDKg, ,d*lu}, surat ketetapan pajak yang .menentukan
besainya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayrr*r, pot ot pajak, besarnya sanksi administratii
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar'

22. Surat Ketetapan Pqlak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya disingtcaf S6pOKBT, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan'

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalrah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak sama besarnya d-"ttgr., jumlah kredit pajak atau pajak

iia* terutang dan tidak ada kredit pajak'

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat sKppIJg, adalah surat ketetapan pajak yang_.menentukan

3umtatr kelebihan pembayaran pajak karena jumlah t<redi-t pajak lebih

t.*., daripad"a pajak yang teruiang atau seharusnya tidak terutang'

25, Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda'


